BAB V
PENUTUP

5.1.Kesimpulan
Adapun kesimpulan tentang Putusan Nomor:
188/Pdt.G/2012/PA.Gtlo dengan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Gtlo
tentang Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo
adalah sebagai berikut:

a. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian yang terdapat dalam Putusan Nomor:
188/Pdt.G/2012/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Gtlo
yang tercantum dalam aturan Perundang-undangan mesekipun hubungan
perkawinan antara suami dan istri telah putus atau telah terjadi perceraian
namun, tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut
dalam artian bahwa baik suami ataupun istri berhak memelihara dan
mendidik anak tersebut hingga dewasa/menikah hal ini, sesuai dengan
Pasal 41 (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Akan tetapi, jika anak tersebut masih dibawah umur maka pengasuhan
anak diberikan kepada ibu dan biaya ditanggung oleh ayahnya, kecuali
jika terjadi perselisihan dalam pengasuhan hak asuh anak maka pihak
pengadilan dapat memutus tanggung jawab hak asuh anak tentunya hal
tersebut harus berdasarkan dengan pertimbangan hukum yang mengacu
pada Perundang-undangan yang tertulis dan fakta-fakta yang terjadi dan di
alami oleh pihak yang berperkara yang disertai dengan adanya bukti,

saksi-saksi seperti yang terdapat dalam putusan
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Nomor:188/Pdt.G/2012/PA.Gtlo dimana dalam Putusan tersebut seorang
Ayahlah yang diberikan tanggung jawab untuk pengasuhan hak asuh anak.
Adapun hukum hakim dalam memutus perkara hak asuh anak setelah
perceraian tersebut mengacu pada:

1. Pasal 45 UU No. 1 Tahnu 1974 tentang perkawinan berbunyi
“(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya, (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri
sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara
kedua orang tua putus.”

2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu
“ a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya, b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz
diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c) biaya pemeliharaan anak
ditanggung oleh ayahnya.”

3. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu

“(a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari
ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia maka kedudukannya di
gantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ibunya 2. Ayah 3.
Wanita-wanita dalam garis lurus Kkeatas dari ayahnya 4. Saudara
perempuan anak bersangkutan 5. Wanita-wanita kerabat sedarah
menurut garis samping dari ibunya 6. Wanita-wanita kerabat sedarah
menurut garis samping dari. (b) anak yang sudah mumayyiz berhak
memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah ibunya. (c) apabila
pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah
tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan,
pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat
lain lain yang mempunyai hak hadhanah pula. (d) semua biaya
hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan
dapat mengurus diri sendiri (21) tahun. (e) bilamana terjadi
perselisinan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama
memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d). (f)
Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak
yang tidak turut padanya.”
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b. Pengasuhan hak asuh anak yang akhirnya jatuh ke tangan sang ayah dalam
Putusan ~ Nomor:188/Pdt.G/2012/PA.Gtlo  karena  karena  hakim
mempertimbangkan dengan alasan bahwa ibu tidak bisa menjadi hadhanah
karena ibu telah membatasi dan melarang keras anaknya untuk bertemu
dengan sang ayah, serta mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal.
Sehingga dalam pertimbangan putusannya hakim mengacu pada ijtihat
majelis hakim (pengetahuan hakim) serta dengan melihat macam
pertimbangan hukumnya dengan melihat adanya fakta hukum dan tentunya
yang menjadi dasar pertimbangan Hakim yaitu berupa penjelasan dari
para saksi dan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang ada dan juga
berdasarkan dengan hak ijtihat majelis hakim.

5.2.Saran
Adapun yang menjadi saran yang sesuai dengan uraian diatas yaitu
sebagai berikut:

a. Dengan lebih memperhatikan tentang masalah pengasuhan hak asuh anak
yang sudah menjadi hal tak asing lagi maka dalam menerapkan aturan
yang mengatur masalah hak asuh anak oleh ayah dibuat secara tertulis
untuk menjadi dasar pertimbangan hakim harus lebih jelas lagi agar hakim
tidak sulit lagi untuk memutus perkara tersebut, dengan tujuan untuk
mengedepankan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan;

b. Demi tercapai putusan yang akurat yang oleh Hakim, maka penjelasan
peraturan mengenai gugurnya hak asuh anak oleh ibu harus lebih jelas

terlebih untuk anak yang belum dewasa.
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